SKRIPSI

PENPELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI RUGI PERWAKILAN
KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM PEMASANGAN JARINGAN
TRANMISI SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)
275 KV KILIRAN JAO - PAYAKUMBUH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

NIVERSIPRBAND A1

DARUL HAMDAN
1810113077

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK I1)

NIVERSITAS ANDALAS

AKEDAAN
2 3

Pembimbing :

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H
Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

No.Reg : 3/PK-11/111/2024



ABSTRAK

Secara umum penyebab dalam kasus pembangunan pemasangan jaringan transmisi SUTET
275 kV Kiliran Jao-Payakumbuh terjadi permasalahan harga ganti rugi yang dialami oleh
masyarakat di Nagari-Nagari Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah
Datar olenh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Il Medan. Pada masyarakat di
Nagari-Nagari Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar merasa
dirugikan karena harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh PT.
PLN. Dalam pembangunan tersebut antara pihak penuntut dengan pihak yang dituntut telah
sepakat terhadap masyarakat yang terkena pemasangan jaringan transmisi SUTET tersebut
akan diberi ganti kerugian dengan harga tertinggi sebagai mana dibayarkan PT. PLN
(Persero) UPI Il Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Namun tidak
sesuai dengan ketentuan yang ada karena pihak yang dituntut melakukan pembayaran
berdasarkan KJPP (jauh dibawah standar), tidak sama dengan harga yang dibayarkan kepada
masyarakat Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sehingga masyarakat
pihak penuntut menolak Addendum ganti rugi dari pihak yang dituntut. Berdasarkan kasus
tersebut dapat dikatakan bahwa PT..PLN (Rersero) Wnit Induk Pembangunan Il Medan telah
melakukan perbuatan melawan' hukum sebagaimana yang “tertuang dalam Pasal 1365
KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana kedudukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) dalam sistem hukum di Indonesia. 2. Bagaimana penyelesaian
gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam perkara pemasangan jaringan transmisi
SUTET 275 Kv. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode yuridis empiris. Hasil penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa gugatan Class Action mulai dikenal dalam hukum acara perdata
di Indonesia sejak diundangkannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. Pada tahun 2002, gugatan Class Action diatur secara resmi dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok.
Penyelesaian gugatan ganti rugi perwakilan kelompok (Class Action) oleh beberapa nagari di
Tanah Datar kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Il Medan dalam
pemasangan jaringan transmisi SUTET 275 KV diselesaikan melalui proses peradilan yang
dilakukan di Pengadilan Negeri Batusangkar dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum
tetap dengan nomor putusan PN 28/Pdt.G/2017/PN Bsk. Dalam hal ini Majelis Hakim
mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Tergugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum serta‘menghukum dan memerintahkan Tergugat
untuk membayar selisih- ganti -rugi kepada Para Penggugat dengan total sebanyak Rp.
4.162.190.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu
rupiah).
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